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THE APPLICATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) AT THE H.R.SOEBRANTAS POINT FOR TRAFFIC VIOLATORS OF
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BAB |

PENDAHULUAN

pta kehidupan

an hukum yang

manusia, kondisi global juga ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Salah satu perubahan yang paling jelas terlihat adalah dari segi limu
Pengetahuan dan Teknologi atau yang selanjutnya peneliti singkat dengan
IPTEK. Kemajuan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, IPTEK yang
semakin maju seiring berkembangnya zaman mampu mendukung terciptanya

teknologi-teknologi baru yang dapat memberikan banyak manfaat dan juga
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kemudahan bagi tiap kalangan baik di bidang pekerjaan maupun akademis

(Mulyani & Haliza, 2021, hal. 101).

Hal ini pun jugagnemberikan pengaruh dalam fhal penegakan hukum terkait

?

AT e R e

ETLE ini diterapkan dengan ttylan menghilangkan tindakan pemungutan
liar (pungli) oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab pada saat
proses penilangan dan meringankan dan memudahkan pekerjaan petugas polisi
yang bertugas menjaga lalu lintas secara langsung juga meningkatkan

kedisiplinan dalam berkendara.
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Penerapan ETLE ini merupakan inovasi dari pihak kepolisian sebagai upaya

menyambut revolusi industry 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang

Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai dengan program

Kendaraan Roda 4 (Mobil) Bulan Mei — Oktober 2021

Bulan
. : . Total
Jumlah | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober
Gar
46 46 | 50 42 40 69 293

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2021

Tabel 1.1 Data penindakan pelanggaran ETLE H.R.Soebrantas Guna Handphone
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Berdasarkan data pra riset di atas diketahui bahwa setelah adanya ETLE
Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mencatat jumlah pelanggar ETLE

guna Handphone yang tertangkap oleh kamera titik ETLE H.R. Soebrantas

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat dua

permasalahan sebagai masalah pokok yakni:

1. Bagaimana penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) titik
H.R. Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh

kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau?
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2. Apakah penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah

diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah

hukum Polda Riau?

Y]

QRAER AN

SN
p< B
-

r 4
&
g
Ctrg
s
r~
"
g
&
&

Atnya pelanggaran

diantaranya sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis
a. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu
pengetahuan bagi diri peneliti mengenai penerapan Electronic

Traffic Law Enforcement (ETLE) titik H.R. Soebrantas bagi
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pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di
wilayah hukum Polda Riau.

b. Secara akademis bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan

iti berikutnya terkait

S L 1

indak pidana di Indonesia,
masyarakat diharapkan untuk lebih memahami kewajiban-kewajiban dan
peraturan mendasar sebagai masyarakat dari negara hukum. Dalam hal ini
masyarakat lebih dituntut untuk lebih mengedepankan kewajiban daripada hak.
Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan adalah mematuhi aturan-aturan
yang telah ada, guna menjaga ketertiban dan menciptakan kesejahteraan dalam

hidup bermasyarakat.
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Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu “Strafbaarfeit” atau “delict”, istilah delik berasal dari bahasa latin

yaitu “delictum”, dengan penggunaan istilah perbuatan pidana oleh perumus

akibat dari

D08, hal. 59).

istilah delik

mengandiing erbuatan atau pe 2h gdiilakukan karena
ada san
, tindak pidana
genai kejahatan
génai pelanggaran

alam KUHP tidak

perbuatan yang oleh masyarakat Daru disadari sebagai suatu tindak pidana,
karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Setiap perbuatan pidana yang terbukti melawan hukum akan dikenakan
sanksi. Sanksi menurut KBBI adalah hukuman, jadi sanksi pidana adalah
hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan

kepentingan hukum agar seseorang mentaati norma-norma. Soesilo
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mendefinisikan sanksi pidana adalah suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan

oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang

hukum pidana.

Pasal 10 Kd ptum dua jenis sanksi

“Uinpyaot® "

bermasyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, makna hakiki dari penegakan hukum (law
enforcement) adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk
melaksanakan keiginan-keinginan hukum atau perihal harapan hukum
menjadi nyata terjadi. Maksud dari keinginan hukum disini adalah anggapan
dari pola pikir badan pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan-
peraturan hukum vyang dipraktikkan di setiap aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara (Sulistia & Zurnetti, 2011, hal. 163).

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam

praktik yang harus ditaati. Keadilan yang diberikan dalam suatu kasus sama
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artinya dengan memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan
mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara

prosedural yang diterapkan oleh hukum formal (Shanty, 1998, hal. 33).

a sekaligus dan

egakan hukum

bahwa hukum

pihak-pihak tersebut dapat memaksakan agar aturan yang dibuat itu dipatuhi,
namun kekuasaan dari para penegak hukum itu telah dibatasi oleh ketentuan
undang-undang yang berlaku. Hal ini menurut Mochtar Kususma Atmaja

dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.
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Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kerjasama antara masyarakat
dengan penegak hukum, kedua komponen tersebut berfungsi agar berjalannya

pengertian dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan berlakunya hkum

mempunyai ke adap masyarakatnya.

‘ ‘ ‘m““‘ .aa‘ a2 lalu lintas

Dalam hal ini, maksud dari upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang
dilakukan aparat penegak hukum kepolisian guna mencegah terjadinya tindak

pidana pelanggaran.

Upaya penanggulangan pelanggaran secara pre-emtif memberi dampak

tertanamnya nilai-nilai yang baik dipikiran dan batin seseorang. Dengan arti
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lainnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika
niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran.

Contoh dari upaya penegakan hukum pre-emtif adalah pada tengah malam

maka pengendara itu

‘ ‘h\““‘ .o‘ aat itu juga

hukum §pre /ano akuka suatu tindak
pelangg
Contohedari upa , pAada saat lampu

merah, endara berhe AN yamelangoar karena ada

merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi
pelanggaran lagi. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan
kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran.

Beberapa pengaruh impelementasi dari penegakan hukum dikemukakan
oleh salah satu ahli yaitu Soerjono Soekanto, dimana hal-hal yang

mempengaruhi berlakunya hukum tersebut ialah (Soekanto, 1986):
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. Sarana dag

Hukum adalah pengaruh yang berperan dalam pelaksanaan penegakan
dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan.

. Penegak hukum yakni sekumpulan individu yang harus memiliki mental

yang baik dalam membuat juga menerapkan hukum itu sendiri agar
pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan baik dan tepat.
asilitas merupakan faktor g menyokong pelaksanaan

adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara @ bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2) Kejaksaan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia berisi, “Jaksa adalah pejabat
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fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

filang Nomor 8
“hakim adalah

oleh undang-

beluk kejahatan (Zulkarnain, 2016

Definisi kriminologi menurut Bonger adalah yang paling terkenal, dimana
kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala
kejahatan seluas-luasnya (Mulyono, 2012, hal. 30). Menurut Soerjono
Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab

dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia
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dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan secara
lebih luas.

Kriminologi memiliki keterkaitan erat dengan gejala sosial. Saling

begitu juga

nembuatan

. Pelaku .. .

Dalam konteks gt dikategorikan sebagai pelaku
kejahatan adalah mereka Yyang telah ditetapkan sebagai pelanggar
hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku
adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan
penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran
masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah

kebijakan hukum pidana baru.
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c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku

kejahatan

G “‘ 1]
28 Ty
<o*

yang di

sebagai

mebatas

takd

entukan tingkah laku

\\‘“ D2

mendapat

yang perlu

litian terdahulu

Hulu”

Judul Penelitian | Hasil Penelitian Persar_ngan Perbe_dgan Kebaruan
Penelitian Penelitian

Pebry Rachman | Sat Lantas Polres | 1. Menggunakan | 1. Lokasi 1. Adanya
(2018) "Analisis | Rokan Hulu Penelitian penelitian penjelasan
Yuridis menerapkan Hukum Empiris | dilakukan di tentang
Penerapan Sistem | sistem elektronik | 2. Membahas Polres Rokan | lokasi dari
Elektronik Tilang | tilang guna tentang Hulu, ETLE di
Terhadap Pelaku | mempermudah penerapan tilang | sedangkan wilayah
Pelanggaran Lalu | pelaku elektronik. peneliti sendiri | hukum
Lintas Kendaraan | pelanggaran lalu di Ditlantas Polda Riau.
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Judul Penelitian | Hasil Penelitian Persar_nfaan Perbquan Kebaruan
Penelitian Penelitian

Roda Empat (4) | lintas dan Polda Riau 2. Adanya

di Wilayah mengurangi (Kota penjelasan

Hukum pemungutan liar. Pekanbaru). penegakan

Kepolisian Resor hukum dari

Rokan Hulu" ETLE.

kendaraan
roda 4 di
wilayah
hukum Polda
Riau.

3. Pebry
Rachman
tidak
membahas
penegakan
hukum terkait
ETLE.

Tabel 1.2 Perbandingan tinjauan terdahulu dan skripsi peneliti.
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E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan berisikan batasan-batasan tentang

terminologi yang tegdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian (Fakultas

baru akibat
angkap segala

aalat digital yaitu

(Undang-Undang Nomor entang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan).

Pengguna merupakan orang yang menggunakan sesuatu manfaat (KBBI,

2007).
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Handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang
mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran

tetap, yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan

K iar “. gno, 2010, hal. 155).
\
“\ ’G a akkan oleh

’ inyak untuk

kunya sebuah
tas merupakan
lokasi le penelitian ini
wilayah lau merupakan

satuan anake _ legara Republik

sistematis (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hal. 6).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti mengunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis atau
penelitian hukum observasi (observational research) atau dikenal dengan
survei. Penelitian hukum observasi atau survei adalah penyelidikan yang

dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari
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keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik
dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Suteki & Taufani, 2020, hal.

134). Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah

metode me ‘ obj eli ‘ ata dan sampel yang
‘ H “w\‘ .&0 kan untuk
pada saat

B0ejala tertentu

karena peneliti

terkait ETLE di

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti
yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen) (Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau, 2021, hal. 8), sampel adalah sebagian populasi yang
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diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi
(Arikunto, 2001, hal. 117). Responden adalah seseorang yang mampu

menjawab serangkaian pertanyaan peneliti melalui wawancara atau

| dan sampel dalam

‘ ‘ ! !\“‘ .9& As pengguna

Persentase
(%)

100

100

30

Tabel 1.3 Populasi, Sampel dan Responden

Adapun penulis menggunakan metode pengambilan sampel yaitu metode
sensus kepada 1 orang Kasubdit Gakkum Polda Riau dan Basubdit Gakkum
Polda Riau. Dan untuk 88 sampel Pelanggar ETLE digunakan metode Non
Probability Sampling yaitu Purposive Sampling. Metode Sensus adalah suatu

cara yang digunakan jika jumlah daripada populasi terhitung kecil sehingga

20



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai

responden (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Sedangkan Metode

Purposive Sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas.

menggunakan

melalui media

Kuesioner adala pulan data secara tidak langsung
berupa angket yang Dberisi pertanyaan-pertanyaan yang harus
dijawab oleh responden (Sutopo, 2006, hal. 82). Kuesioner peneliti
tujukan kepada pelanggar ETLE Guna handphone titik H.R.
Soebrantas oleh kendaraan roda 4 wilayah hukum Polda Riau. Dan

jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner tertutup.
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c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang tidak

ditujukag, langsung kepada subjek pegelitian (Suteki & Taufani,

tersebut dapat
elakukan analisis
alitatif. Normatif
dan qualitatif

udian dianalisis

kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus
(Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Deduktif
digunakan agar peneliti dapat menemukan penjelasan sebab
meningkatnya pelanggar ETLE guna handphone titik H.R.

Soebrantas oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

o ang seimbang

&
ik KChimad, 1983, hal,

Kitab Undang-

KUHP, Tindak

Istilah delict pun yang berasal dari bahasa Belanda juga memiliki maksud
yang sama dengan tindak pidana. Bahkan dalam merumuskan suatu undang-
undang yang digunakan adalah istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana

(Hamzah, 1994, hal. 72).

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam

dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan
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kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab (Irfan, 2011, hal. 23).
Sedangkan menurut Moeljanto, perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi, berupa pidana tertentu,

gapsuatu tindakan
ﬁ dilarang atau

nf ang dilakukan
)

b).¢

gSuatu perbuatan

¥Fteltangan dengan
“, nya, terhadap
man (Kanter &

tindak pidana masuk dalam pertanggtingjawaban pidana (Chuda, 2006, hal. 15).

Pengertian tindak pidana itu memiliki pengertian yang abstrak dari
peristiwa-peristiwa yang nyata dalam penerapan hukum pidananya. Sehingga

diartikan secara ilmiah sesuai uraian di atas.

Adapun syarat untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan

suatu tindak pidana adalah sebagai berikut (Tomalili, 2012, hal. 60):
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a. Harus ada perbuatan manusia;

b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan
pidana;

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
Perbuatan_iiglRarus dapat dlpertanggun ailabkan kepada si pembuat

Definisi kefa QQ
QAL 2 | |

KUHP, yang jelas ada an mengenai ketentuan kejahatan

tercantum dalam Buku Il dan ketentuan mengenai pelanggaran tercantum

dalam Buku I11.

Dilihat dari segi hukum, definisi kejahatan (Widiyanti & Waskita, 1987,

hal. 29):

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan
dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang
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melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak
memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam
kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan
bertempat tinggal.

A
-----

Pelanggaran keamanan 0mum bagi orang atau barang dan kesehatan
(Pasal 489 — 502).
- Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara bermotor yang melanggar

rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang

LLAJ).
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- Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532 — 547) seperti keadaan mabuk di

muka umum.

menekankan pada timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang dalam

rumusan delik yang rangkaian perbuatannya telah selesai dilakukan
(Prastowo, 2006, hal. 214). Contohnya seperti pembunuhan yang tercantum
dalam Pasal 338 KUHP, jika seseorang telah selesai melakukan rangkaian
perbuatan pembunuhan dan korban kehilangan nyawanya maka delik

dianggap telah terjadi maka harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.
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Namun bila akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, dan

dapat masuk dalam kategori percobaan terhadap delik.

C.

Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dalam rumusannya
mengandung unsur kealpaan atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang
oleh masyarakat dipandang sebagai seusatu yang harus dijalankan. Dalm
hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dilakukan
karena pelaku lalai (Moeljatno, 1993, hal. 46). Contohnya seperti Pasal 360

KUHP, karena kesalahannya menyebabkan orang mendapat luka berat.
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4. Tindak Pidana Aktif (delik commissionis) dan Tindak Pidana Pasif
(Omissionis)

Delik commissionis adalah suatu delik yang dilakukan oleh

dari pihak yang

flan, perzinaan dan

310 — 319 KUHP) dan delik aduan relatif yang karena adanya hubungan
istimewa antara pelaku dan korban misalnya pencurian dalam keluarga

(Pasal 367 Ayat (2) dan (3) (Prasetyo, 2013, hal. 61).

Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa adanya
aduan atau persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak

korban. Dalam delik biasa, meski pihak kobran sudah berdamai dengan
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pihak tersangka namun proses hukum tetap saja berjalan berbeda halnya

dengan delik aduan.

¢) Unsur-Unsur Tindak Pidana

g berakibat tidak
ur ini mengutamakan

Mengenai unsur-unsur tince manintang ikut menjelaskan sebagai

berikut (Lamintang, 2013, hal. 193):

a. Unsur subjektif yaitu apapun yang berasal dari hati si pelaku serta unsur

ini menempel erat dan berhubungan dengan diri pelaku.
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b. Unsur objektif yaitu pengkaitan suatu tindakan dari pelaku dengan

memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan terhadap keadaan atas

tindakan yang dilakukan.

Seorang pakar hukum vyaitu ons mengelompokkan unsur-unsur suatu
tindak pidana dalam dua pandangan. Pandangan aliran monistis merupakan
aliran yang berpandangan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur
pertanggungjawaban pidanannya disatukan. Berikut unsur-unsurnya (Soedarto,

1990, hal. 41):
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a. Suatu perbuatan oleh manusia, baik positif maupun negatif serta
berbuat, tidak berbuat dan atau membiarkan;

b. Diancam dengan pidana (staatbaargesteld);

c. Perbuatannya melawan hukum (onrechtmatig);

d. Dllakukan dengan kesalahan (Schuld);

e

bertanggung  jawab

seimbang perlu

QQ@‘

ditegakkannya sanksi. Dala

\\‘-

a, sanksi berisfat ultimum remidium
yaitu jika sanksi dari hukum lain tidak memberikan pengaruh dalam
menanggulangi kejahatan, maka yang digunakan adalah sanksi pidana (Zaidan,
2014, hal. 111). Pun sanksi bersifat nestapa, guna menjadi ancaman bagi
kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009, hal. 8).

Sanksi adalah istilah yang tercantum dalam KUHP yang berarti sanksi

pidana, namun pakar hukum sering menyebutnya “sanksi pidana” atau juga
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disebut hanya “pidana”. Hukuman, pemidanaan dan pemberian pidana serta
penjatuhan pidana adalah beberapa istilah yang digunakan dalam bidang hukum

pidana yang dianggap memiliki makna yang sama dengan sanksi (Ali, 2011,

yang sengaja

2menuhi syarat-

yang bersalah (Suhariyono, 2009, hal. 616).

Pasal 10 KUHP telah mencantumkan dengan jelas terkait jenis-jenis dari
suatu sanksi pidana yang terdiri atas:
a. Pidana Pokok:
1. Pidana mati; ancaman ini dikenakan pada pelaku yang melakukan

pebuatan pidana yang dianggap berat (Tomalili, 2012, hal. 59).
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Pidana ini berbentuk suntik mati, digantung, disetrum listrik bahkan

tembak mati. Contoh dari kejahatannya yakni:

- Membantu musuh pada saat perang (Pasal 124 Ayat 1 KUHP)

Rasal 104 KUHP)

‘ ‘ ‘E““ .&0 apasan hak

ngan daripada

kemerdekaan

dianggap sebagai alternatif, kecuali hakim tidak memiliki pilihan
dan kemungkinan lain untuk menjatuhkan pidana selain denda
(Prasetyo, 2010, hal. 124).

5. Pidana tutupan; penjatuhan ancaman ini dikenakan pada pelaku
yang sudah melakukan peristiwa pidana dengan sebab terdorong

oleh maksud yang patut dihormati.
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b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu; VVos berpendapat bahwa pencabutan

hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, yang

e;" g dirampas
&

e[ ‘, ta lain hanya

an publikasi ekstra yang
pidana  berdasarkan  putusan
pemidanaan pidana dengan tujuan memberitahu seluruh masyarakat

untuk lebih berhati-hati terhadap si terhukum.
B. Tinjauan Umum Tentang Tilang Lalu Lintas

Pembangunan telah dilaksanakan seiring berkembangnya waktu, demikian

pembangunan dari segi keamanan kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya
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keamanan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera. Salah satu

cara meningkatkan keamanan yaitu dengan menerapkan sistem tilang, karena

sebagian besar aktivitas masyarakat melalui lalu lintas.

ang Nomor 22 Tahun

Sedangkan menurut M. Karjadl, tilang merupakan suatu panggilan untuk
menghadiri persidangan di pengadilan negeri yang ditujukan pada pengendara
yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tilang pun berfungsi sebagai suatu alat
bukti penyitaan terhadap barang yang disita oleh petugas kepolisian lalu lintas

dari pelaku pelanggaran lalu lintas (Karjadi, 1981, hal. 68).
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1. Tilang Manual
Penerapan tilang yang digunakan dahulu oleh pihak kepolisian lalu lintas

adalah tilang manual dengan “kertas” atau yang biasa disebut dengan surat

2mpertahankan
n saat proses

C. Sip;
d. Arsip;
e. efagai arsip yang

QQ anggaran lalu lintas maka

- A INN 2 |

kepolisian lalu linta an pelanggar dan menjelaskan
kesalahan si pelanggar dengan sopan santun;

2. Kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan
bermotor;

3. Selanjutnya petugas memberikan blagko tilang berwarna biru yang

berisi penetapan sidang di Pengadilan, setelah ketetapan sidang akan

pelanggar telah ditetapkan maka pelanggar harus membayar denda
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kepada panitera; kemudian pelanggar dapat mengambil kembali barang
buktinya;

4. Petugas juga dapat menerbitkan tilang dengan pembayaran denda via

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Amin, Pratama, & Manalu, 2020, hal. 136).
2. Tilang Elektronik (ETLE)

Seiring berkembangnya IPTEK, pihak kepolisian juga ikut serta dalam
membuat inovasi guna meningkatkan sistem penegakan hukum berupa tilang

yang berbasis elektronik. Secara umum, tilang elektronik adalah suatu proses
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penegakan hukum dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan
teknologi informasi dalam proses penilangannya.

Mengenai istilah tilang elektronik dapat kita temui di beberapa peraturan

perundang-u 020, hal. 142-143):

‘ \R\\!\“ .@& ahun 2009

=)
<)
=]
%)
>

«Q
=
c
—t
Q
>

belanggaran di
paakan peralatan
tersebut dapat

)\ DY E B
>
N
o
[N
N
~—+
D
-
~—+
QD
o
(@]

3)

pkoknya bahwa
dilakukan pada
atau tertangkap
4) angkutan jalan
saan kendaraan
5) p pelanggaran lalu
Lhasil rekaman peralatan

6) Pasal 115 ayat (3) apolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bahwa pemblokiran
STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau
perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum
pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK
untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak
hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan
lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang

berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.
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Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
merupakan inovasi berupa sistem penegakan hukum yang diciptakan pihak

kepolisian sebagai usaha untuk mempersingkat proses penindakan

juga STNK yang

bank (Polri,

meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara serta menghilangkan
fenomena pemungutan liar pada saat proses penilangan berlangsung. Selain itu,
ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan lalu lintas dan
tindak kriminalitas di jalan raya (Polri, 2021).

Data pelanggar tilang lalu lintas baik sebelum maupun sesudah adanya

ETLE dimasukkan ke dalam aplikasi E-Tilang. Yang dimana E-Tilang
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merupakan aplikasi milik Polri yang memuat data atau server inti baik data
pelanggar ETLE maupun tilang manual (Sumber langsung dari Ditlantas Polda

Riau,2021).

telah terbit, maka

9@.

berbasis online, sehingQe

pihak pelanggar, kepolisian juga pengadilan (Kompas, 2021).

Kota Pekanbaru tepatnya Polda Riau ikut serta dalam acara peresmian
pemberlakuan ETLE Tahap | bersamaan dengan 12 Polda lainnya (Saputra,
2021, hal. 1). Ada tiga Polda yang sudah mengujicoba lebih dahulu penerapan
ETLE untuk pertama kalinya, tepatnya tanggal 1 Oktober 2018. Ketiga Polda

itu adalah Polda Metro Jaya, Polda D.l.Yogyakarta, dan Polda Jawa Timur .
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Polda Riau termasuk ke dalam pengelompokkan Kepolisian Daerah (Polda)
yang baru akan melakukan sosialisasi serta edukasi mengenai pemberlakuan

ETLE pada masyarakat pada bulan diresmikannya ETLE yaitu bulan Maret

sampai Apr' g (Kota Pekanbaru)

S Uanpaeett 'o.
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Untuk sistem tilang elektronik atau ETLE, proses yang harus dilewati dalam

penindakan tilang, yakni:

asi dan cetak surat
rmasi oleh petugas
operator ETLE

i kantor pos dan diterima
- ﬂ{ pelanggar sesuai dengan
[@mat yang tertera dalam ...

Tidak melakukan
konfirmasi

|

Pelanggar melakukan

Ikut sidang payaran melalui konfirmasi
BRIVA
v v
Nomor Tilang SMS BRIVA
dan Tanggal terbit
Sidang v
{ Tidak melakukan
Blokir sementara pembayaran BRIVA
pengesahan STNK - -
Blokir sementara
pengesahan STNK
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Dengan klasifikasi jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera CCTV

ETLE di Polda Riau (Kota Pekanbaru):

No. Sanksi

AN atau denda
Rp.500.000,00

1 J | pal ng lama 1 bulan
ata @f ling banyak
)0

an @galing lama 1 bulan
aj@aling banyak

bulan atau denda
ak Rp.500.000,00

ialah suatu reaksi yang dihas at dari perilaku melanggar aturan dan
peraturan sosial (Mertokusumo, 2007, hal. 76). Sanksi untuk tilang manual dan
ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau

1. Gambaran Umum Ditlantas Polda Riau
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Bumi lancang kuning merupakan gelar yang disematkan untuk Riau,
sedangkan Kota Pekanbaru mendapatkan julukan sebagai “Kota Bertuah”

dengan arti dalam kata Melayu yaitu berkat, sakti dan berpengaruh (Pos, 2020).

Ui yang seiring
o
‘.ﬁ ;
=4
ﬂ ba saat ini lebih

a8a karena menjadi

i. Hal itu terjadi

e Sebelah Utara = Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

e Sebelah Selatan = Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
e Sebelah Timur = Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

e Sebelah Barat = Kabupaten Kampar
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Oleh karena letaknya yang strategis, maka perkembangan penduduk Kota
Pekanbaru pun semakin berkembang tiap tahunnya sebanyak 4%. Dimana

semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu tempat akan berpengaruh pada

aktivitas lalu li

alan Senapelan
ru, Riau (Riau,
engawasi atau

tas Polda Riau.

a) Visi
Terwujudnya postur Polantas yang profesional, bermoral dan modern
sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat
dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak
hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung

tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan
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dan ketertiban serta kelancara lalu lintas (Sumber Ditlantas Polda
Riau,2021).

b) Misi

DENG ‘ elayanan para pemakai
“ .eg‘ A, perjalanan

e QWWISMMk#

Gambar 2.1 Logo Ditlantas Polda Riau
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3. Struktur Organisasi

DIR LANTAS
Firman Darmansvah.S.1.K

WADIR LANTAS
Donni Eka Syaputra, 5.H.,5.1K, MM

(k]

¥
P5. KAUR KEU

IPNA Herlina larens

|
PAMIN |
Penata Sosnita
|
PANMIN 11

¥
KASI LAKA
Kp. Bob Indra,5.50s

M disiy yepepe i uswnjoq

-
-
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KASI FASMAT 5B5T

AKD Hanrmntn
T

PAUR FASMAT 5BST
AKP Juli Afdal 5

FAMIN |
loda Refa Lufriana

PS5 PAMIN I
Aiotu Henri Sitiniak

ST S e

N5

PAMIN I
Ioda Abdul Haris

¥ \
KAS| DIKMAS KASI AUDIT & INSPEKSI
Kompol Reni Dewita ‘obet Arizal Kp. Firmansyah

1 |

| KANIT | KANIT | KANIT | KANIT
AKP Jalinus AKP Ratri Dwi P
o o KASAT PIR
[ % = - = = o -
Y Y Y v L
KANIT1 KANIT 2 KANIT 3 KANIT &4 KANIT 5 KANIT & KANIT 7 KANIT B
AKP Yosep Yudi AKP Alwis saldi AKP Ganda K Iptu Sandi Sibarani AKP Yohanes Basri Iptu Abu Bakar AKP Achda Feri Iptu Syamsul Adlin
- I N T
PANIT1 PS. PANIT 1 PANIT 1 PANIT 1 PS.PANIT 1 PANIT 1 PANIT1 PS. PANIT 1
Iptu Indra Aiptu Rio Utama Iptu Sugiharto Iptu Suryadi Y Aiptu Agustiwan lptu Yudi H Iptu M. Ramelan Aiptu Munadi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi
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Pelaksanaan tugas kantor Ditlantas dipimpin oleh Dir lantas yang kemudian
kendalinya dipegang oleh Wakapolda. Adapun fungsi yang diselenggarakan

oleh Ditlantas (PoldaMetroJaya, 2015):

2015):

menyusun LAKIP™Satker, serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program bidang lalu lintas di lingkungan Polda.

e Kaur Min, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi
umum personel dan materiil logistik

e Kaur Keu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan
keuangan

e Kaur Tu, betugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan

urusan dalam
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b. Kasubbag Binopsnal, melaksanakan pembinaan manajemen operasional
dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi
informasi, dan dokumentasi lalu lintas.

e Kasubbag Minopsnal, bertugas menyelenggarakan pembinaan
operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas

9ag Anev, bertugas meyelem@garakan Anev pelaksanaan
COOLIN agolahan data, serta

i A ol @o“
E’ akan hukum

gagan dan tujwali

binaan dan

mbinaan dan

"y

tata tertib lalu

dan membina
, dan BPKB.

ALWANY

Q
o
)
=
—+
<
<

Regident STNK

Kasi lemas he gedukasi masyarakat

e Kasi Jemenopsrek, mengatur dan mengoperasionalkan hasil
kajian dan rekomendasi atas permasalahan terkait rekayasa lalu
lintas.

e Kasi Standar, menyelenggarakan audit dan pengkajian
operasional lalu lintas untuk pengadilan kualitas kinerja.

e Kasi Audit dan Inspeksi, melaksanakan audit dan inspeksi
dibidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

f. Kasat PJR, menyelenggarakan kegiatan Turjagawali dan TPTKP laka
lantas.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

§
%

v

o ‘.
‘go
»
v

dalam kinerja polisi, maka kepOh§ adir dengan layanan prima, dan cepat.
Sehingga Polri perlu melakukan inovasi, salah satunya inovasi di bidang lalu
lintas yaitu ETLE. Inovasi ETLE ini adalah upaya kepolisian menyambut
revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif,

Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan sesuai dengan Program Kapolri

yakni Presisi.
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Penulis mendapatkan hasil wawancara dari Kepala Sub Ditlantas Polda Riau

sebagai berikut:

“Penerapan ETLE merupakan suatu upaya dagri pihak Kepolisian untuk

i m syarakat lain

mengutamakan

o
&
a
L

&
&
o

gga Kepolisian

memberikan nilai-nilai yang baik Selfngga tertanam dalam setiap diri masyrakat

untuk melakukan norma yang baik yaitu patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia begitu juga Ditlantas Polda
Riau ikut serta dalam menerapakan sistem tilang elektronik ETLE tersebut di
Kota Pekanbaru serta melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui

dan mengikuti aturan agar tercipta kondisi yang aman, tertib dan sejahtera.
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Basubdit Gakkum Polda Riau selaku yang menangani langsung terkait

ETLE ini juga ikut memberikan tanggapannya, yaitu:

“Tilang elektrgnik nasional berupa ET, ini diterapkan guna

Dari hasil wawancara, Kepala Subdit Gakkum Polda Riau memberikan
tanggapan mengenai pemberlakuan ETLE di wilayah Polda Riau secara umum

sebagai berikut:

“Penerapan ETLE telah diberlakukan oleh Ditlantas Polda Riau sejak

tanggal 23 Maret 2021, dan penerapan ini berjalan sesuai dengan
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tujuannya seperti meningkatkan kedisiplinan masyrakat dan mengurangi

aksi pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penerapan

dengan petugas sedangkan dafam hal kedisiplinan masih belum efektif
dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam jumlah banyak
sehingga membutuhkan dana besar juga masyarakat yang tidak taat

aturan’”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan ETLE

diluncurkan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara dan mengurangi
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penyimpangan saat penindakan penilangan. Penerapan ETLE sudah berjalan
efektif dalam hal praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat

penindakan penilangan, sedangkan penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan
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pelanggaran baik pada saat hari TTO¥T seperti hari Minggu maupun hari besar

keagamaan akan tetap dilakukan penindakan oleh Petugas Backoffice ETLE

sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menerapkan ETLE di wilayah hukum Polda Riau berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

56



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan (2).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Jika ada kasus seseorang St kamera ETLE dengan pelanggaran
menggunakan handphone saat berkendara, kemudian jarak 100 meter kedepan
terkena tilang manual karena tidak menggunakan sabuk pengaman maka
penindakan yang diterima pelanggar hanya sekali dengan pengenaan denda 2
jenis pelanggaran sekaligus. Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan pertama kali dan terekam kamera ETLE akan dibuatkan Berita Acara

Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk di arsipkan.
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Adapun lokasi-lokasi perangkat elektronik berupa kamera ETLE Polda Riau

ini dipasangkan di empat titik lokasi di Kota Pekanbaru, yaitu:

ini penerapan sistem tilang E paru terpasang di 4 titik jalan di Kota
Pekanbaru, untuk penerapan yang lebih efektif pihak Ditlantas sudah
mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera ETLE kepada

pihak Korlantas Polri.

Perangkat elektronik berupa kamera ETLE ini dapat mendeteksi berbagai

jenis pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk

wilayah hukum Polda Riau jenis pelanggaran yang terdeteksi sebanyak lima (5)

pelanggaran, dan jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera ETLE akan

- Penggunaan Handphone saat berkendara tercantum dalam Pasal 283,
dikenakan sanksi berupa kurungan penjara tiga bulan atau denda paling

banyak Rp.750.000,00.

Sedangakan secara Represif, Ditlantas Polda Riau memberikan sanksi bagi
para pelanggar, tentunya pengenaan sanksi diberikan agar para pelanggar ini

merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan pelanggaran lalu lintas lagi.
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Bagi pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kamera
ETLE akan dikenakan sanksi. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang

terdeteksi meg maka akan dikenakan

ptor di jalan
I dipengaruhi
konsentrasi

ama tiga bulan

kendaraan menggunakan Electronic dan ldentification (ERI) sebagai
sumber data kendaraan.

3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi
untuk dikirimkan ke alamat public kendaraan bermotor yang melanggar
melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang

terjadi.
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4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari
dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui

website http://Etleditlantaspoldariau atau dapat mendatangi langsung

as Polda Riau (Posko

<Vt 'o,

~

ﬁ ang dengan
"g ) untuk setiap
<3

e O

B2

8 =

£ 3

- e i) el denda  setelah
E E an denda tilang
s S

g g t hari sebelum
@ =

- tidak membayar
= 7

@ = rhadap STNK si
7 =

p—

B2

E . ra ETLE melakukan
E endaraan yang asli atau bisa
=}

= disebut mobil rental maka ditindak Sebagai berikut:

a. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang bukan sebagai pelanggar lalu
lintas tetapi diketahui identitas pelanggar maka silahkan melakukan
konfirmasi melalui website ETLE Polda Riau atau datang langsung ke

Posko Gakkum ETLE Polda Riau.
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b. Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas

tetapi tidak diketahui identitas pelanggar maka akan dilakukan

pemblokiran terhadap STNK.

A8

=

utama di bulan

Penggunaan handphone ( Kerap kali disebut sebagai kebutuhan
masyarakat. Pandangan tersebut muncul karena memang cukup banyak manfaat
yang didapat dari penggunaan handphone ini seperti aktivitas akademik,

bekerja, berusaha, dan lain sebagainya yang menggunakan media sosial dalam

pelaksanaannya. Terutama di era sekarang saat teknologi semakin canggih dan
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Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 maka penggunaan handphone

semakin tidak mengenal waktu dan tempat.

Tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan handphone disaat

ial dan lain

anakan.

e 0L

ujuan bekerja
handphonenya

Kepala Subdit

A ELE Y

besar dianggap

un dalam hal

tangannya lagi mengemudika . Hal itulah yang dianggap menggangu

konsentrasi dan melanggar peraturan lalu lintas”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penggunaan
handphone saat berkendara yang mengganggu konsentrasilah yang dimasukkan
dalam pelanggaran peraturan lalu lintas. Sesuai dengan peraturan yang

tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan

kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Jika masyarakat tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu

lintas dengan jenis pelanggaran penggunaan handphone namun saat
mengkonfirmasi identitas dari pelat tanda kendaraan bermotor ternyata pelaku
menggunakan pelat nomor palsu. Dari hasil wawancara mengenai hal tersebut,

Kepala Subdit Gakkum Polda Riau memberikan tanggapan berupa:
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“Apabila terdapat pelanggar dengan menggunakan pelat palsu maka
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau akan membuat Berita Acara

Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk diarsipkan dan meneruskan

b) Mengurangi interaksi langsting antar pelanggar lalu lintas dengan

petugas kepolisian di era pandemi covid-19 ini sehingga tidak
menambah pertumbuhan angka penduduk yang terpapar covid-19.

c) Tercipta keamanan, kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

d) Dapat mendeteksi pengendara maupun kendaraan yang melanggar

aturan lalu lintas.
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e) Dapat mendeteksi tidak penipuan seperti penggunaan pelat atau tanda
momor kendaraan yang palsu.

f) Mengecilkan kemungkinan terjadi fenomena pemungutan liar.

lintas dan tindak

gkap setiap

yang cukup

Berlakunya hukum di dapat mempengaruhi peningkatan
pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Polda Riau terkhusus Kota
Pekanbaru. Berbicara soal berlakunya hukum maka tak luput membicarakan
soal penegakan dari hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum di bidang lalu
lintas tepatnya berupa penerapan sistem tilang ETLE ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor.
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Berikut hasil wawancara bersama Kepala Subdit Gakkum Polda Riau
mengenai  penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas setelah

diterapkannya ETLE di Kota Pekanbaru, yaitu:

genggunaan

eﬁ? pkan karena

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang
menyebabkan meningkatnya jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas setelah
diterapkannya ETLE karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana
dan prasarana yang belum merata, juga sosialisasi pengetahuan akan penerapan

ETLE dan pentingnya sikap yang patuh tidak hanya jika ada petugas kepolisian
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yang berjaga yang masih kurang disebarkan pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Terkhusus pelanggaran penggunaan handphone meningkat karena kurangnya

kesadaran masyarakat terhadap dampak yang membahayakan dengan masih

sistem tilang yang ditegakkan s€karang yaitu ETLE.

Kurangnya pengetahuan akan hal-hal di atas juga kurangnya keinginan
lebih untuk mencari tau dan terus mengupdate tentang penegakan hukum
dalam hal penerapan tilang ETLE dapat menyebabkan meningkatnya

pelanggaran lalu lintas karena masyarakat merasa tidak ada yang perlu
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ditaati sehingga berlaku sesuknyanya tanpa memikirkan dampak dari
perbuatannya itu sendiri.

2. Penegak Hukum

menciptakan kondisi lalu lintas yang baik pula.

Dalam menerapkan ETLE tentunya dibutuhkan perangkat-perangkat
yang sudah pasti canggih dengan jumlah yang banyak agar pemasangan dan
penegakkan ETLE merata, hal ini mengingat karena banyaknya masyarakat
yang tersebar disetiap daerah di Kota Pekanbaru. Perangkat itu berupa

kamera CCTV dan alat canggih lainnya yang sekiranya menyokong
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penegakan hukum ETLE. Namun harus diingat bahwa untuk mewujudkan
pemasangan dan penegakan ETLE yang merata tentu membutuhkan

anggaran yang sangat besar.

K perangkat ETLE

Riau masih

Bngllmerata dapat

alam penerapan

A2ty

aturan dimana

yang mengangkat telepon sam®fl berkendara. Toleransi masyarakat akan
keamanan, keselamatan dan ketertiban kondisi lalu lintas kurang dan harus
diubah agar tujuan ETLE tercapai dengan baik dan tercipta kondisi yang

baik juga di bidang lalu lintas.
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5. Kebudayaan

Kebiasaan yang ada pada tiap diri manusia itu berasal dari pergaulan

hidup.

Dalam hal ini,

masih  banyaknya masyarakat Yyang

gas kepolisian yang

SSOpnwaett "é

persentase ke atas. Dari hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul dapat

kita ketahui sebagai berikut:

ITEM YA TIDAK | TOTAL
Pernyataan 1 Frekuensi 43 45 100
Persentase 49% 51% 100%
Pernyataan 2 Frekuensi 38 50 100
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Persentase 43% S571% 100%
Pernyataan 3 Frekuensi 88 0 100

Persentase 100% 0% 100%
Pernyataan 4 Frekuensi 88 0 100

Pernyataan
100%
Pernyataan 14 100
Persentase 100%
Pernyataan 15 Frekuensi 88 0 100
Persentase 100% 0% 100%

Tabel 3.1 Frekuensi dan Persentase Kuesioner Terhadap Pelanggar

Masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaa handphone titik

H.R.Soebrantas mengisi kuesioner dengan kesadarannya., dapat penulis lihat
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hasil kuesioner menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum di bidang lalu
lintas berupa tilang elektronik ETLE sebagian besar responden pelanggar atau

51% responden masih belum mengetahui adanya atau telah diterapkannya

udia engetahui juga
dimana sa ‘; l_l?*' a Pekanbaru ini.
Termasuk C "jala H.R.Soebrantas.

Saya mengeta

88 jawaban

@ Ya
@ Tidak
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Pun penulis melihat 39% responden pelanggar menjawab bahwa mereka
tidak mengetahui jika penggunaan handphone saat berkendara merupakan salah

satu jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera CCTV ETLE dan dimana

WeRSITAS 9

Namun masyarakat sadar bahwa peraturan lalu lintas itu harus ditaati serta
responden pun setuju bahwa pada umumnya penggunaan handphone saat
berkendara dapat memecahkan fokus seseorang dalam berkendara juga tidak
boleh dianggap menjadi hal biasa atau remeh karena berkemungkinan
mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang kian merugikan diri pengendara

sendiri bahkan pengguna jalan lainnya.
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Jika penulis kaitkan dengan teori penegakan hukum, maka secara pre-emtif
upaya pencegahan awal dari terjadi serta meningkatnya pelanggaran lalu lintas

sudah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui himbauan dan penyuluhan tertib

lalu lintas. untuk menanamkan
i kehidupan

dan norma

an di atas menunjukkan bahwa
kesadaran dikesampingkan ole e , karena adanya kebutuhan.
Kebutuhan untuk mengangkat telepon saat mengemudi, atau membalas pesan,
atau aktivitas lainnya baik akademis maupun non akademis seperti GPS atau
hanya bermedia sosial. Dari faktor tingkah laku dan masyarakat itu sendirilah

yang menjadi pengaruh meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas.
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Secara preventif yakni berupa upaya pencegahan, strategi yang ditekankan
adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk merealisasikan tindakan

melanggar aturan. Adapun bentuk strategi berupa sosialisasi mengenai aturan

ran tilang

secara Kasa a\sa AS : s gQaran lalu lintas.
Namun Kare - /a sikap didiri | _ atllh hanya jika ada
petugas P ang a -maka peluang pelangoa aklikan akan tetap

ada. Hal iniah yang g mlah pelanggar

pelanggar penggunaan handphe P€rkendara yang kian meningkat, yakni

sebagai berikut :

“Pertama Engineering seperti mengkomunikasikan terkait pembuatan alat
atau perangkat yang sekiranya menyokong permasalahan peningkatan
pelanggar lalu lintas atau sekedar penanganan lalu lintasnya, dengan cara ini

dapat menimbulkan kerjasama dengan pihak lain atau produsen yang terkait
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dengan pembuatan kendaraan bermotor. Yang kedua Education yaitu dengan
memberikan masyarakat pendidikan juga sosialisasi dalam hal pentingnya

keamanan dan keselamatan saat berlalu lintas. pihak kami melakukan edukasi

engenai keselamatan

tegak untuk mengawasi tingkah laku menyimpang dari masyarakat tersebut.

Dari hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan
masyarakat akan adanya serta telah diterapkannya sistem tilang elektronik
berupa ETLE ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggar lalu
lintas. Kurangnya pengetahuan yang mendalam serta keingintahuan akan

kebaruan sistem penegakan hukum terutam di bidang lalu lintas seperti:
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- Tidak mengetahui ETLE telah di terapkan di Kota Pekanbaru sejak 23
Maret 2021 hingga sekarang.

- Tidak tahunya masyarakat terkait dimana saja lokasi terpasangnya

sanksi pidana adalah masyaraka 7. Yang dimana dari segi kriminologi,
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipengaruhi
dorongan dari dalam diri sendiri dan dorongan dari luar seperti lingkungan

sekitar.

Maka masyarakat juga harus mengerti, juga menanamkan nilai-nilai yang

baik dalam dirinya dan melakukan segala sesuatu sesuai aturan terutama di
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bidang lalu lintas yaitu penerapan sistem tilang elektronik ETLE ini. Sehingga

demikian, tujuan dari sistem ETLE itu tercapai dan kondisi aktivitas kehidupan

masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib dan sejahtera.

. Tidak fokus saat berkene at mengakibatkan kecelakaan
7. Saya merasa peraturan lalu lintas harus ditaati
8. Angka pelanggaran akan semakin meningkat jika tidak mematuhi
peraturan lalu lintas
9. Saya tidak akan melihat GPS di handphone saat berkendara walaupun

tidak tau arah jalan
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10. Pada saat yang dibutuhkan, saya tidak akan menggunakan handphone

saat berkendara

11. Saya tidak akan mengangkat telepon walau sedang berhenti di lampu
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BAB IV

PENUTUP

Pekanbaru yaitu: a)

Pekanbaru terkait peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE, b)
kurangnya kerja sama antar penegak hukum kepolisian dan pemerintah
terkait penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE dan
peraturan lalu lintas, c) tidak meratanya dan kurangnya pemasangan

perangkat ETLE dalam jumlah banyak, d) kurangnya kesadaran diri dari
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masyarakat mengenai keselamatan dan keamanan antar sesama

pengguna jalan, e) Adanya kebiasaan di diri tiap manusia yang akan

patuh apabila ada petugas kepolisian yang berjaga saja.

ah pelanggaran

ertib, aman, dan

merata di setiap daerah Kota Pekanbaru. Kemudian pihak kepolisian
dalam hal ini Ditlantas juga harus bekerja sama dengan Pemerintah
untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang baik dengan lebih
memperhatikan penyebab meningkatnya pelanggar lalu lintas di Kota
Pekanbaru baik jenis pelanggaran guna handphone begitu juga jenis

pelanggaran lainnya (terkhusus di titik ETLE H.R.Soebrantas), sehingga
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tujuan dari ETLE untuk menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat

Kota Pekanbaru dapat tercapai
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= it

aw Enforcement (ETLE) bagi
ah Hukum Poids Riau,

1 5.4 21 Februan 2022,

4, Demikian uriuk menjadi makium.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Adapun fungsi dari pertanyaan-pertanyaan wawancara ini ialah dapat menjawab

pokok permasalahan pada penelitian yang berjudul “Penerapan Electronic

Traffic Law gi Pelanggar Lalu
Lintas

Polda

e\ 1/
€)
g
5

Ditlantas

AENALARAN

w
A
)
S
o

Kota Pekanbaru?

6. Apakah penggunaan handphone yang ditempelkan di dashboard mobil
termasuk pelanggaran lalu lintas?

7. Apakah ada rencana untuk menambah jumlah pemasangan titik kamera

ETLE di Kota Pekanbaru?
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8. Bagaimana penindakan tilang ETLE terhadap pelanggar yang

menggunakan pelat palsu?

Berikut daftar pertanyaan terhadap Petugas Basubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau

Apakah ada rencana untuk menambah jumlah pemasangan titik kamera
ETLE di Kota Pekanbaru?

7. Apakah penerapan ETLE di Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif atau

sudah sesuai tujuannya?

8. Bagaimana penindakan tilang ETLE terhadap pelanggar yang

menggunakan plat nomor palsu?
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9. Apakah kamera ETLE memiliki hari dan jam kerja tertentu?

Bagaimana penindakan jika seseorang terekam kamera ETLE melakukan

pelanggaran lalu lintas pada saat hari libur kantor Ditlantas?
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PERSENTASE JAWABAN KUESIONER TERHADAP PELANGGAR

Saya mengetahui adanya tilang elektronik berbasik kamera (ETLE) di Kota Pekanbaru

88 jawaban

Saya

88 jawa

Penindakanipg

88 jawaban

Adanya tilang elektronik berupa ETLE mengurangi tindakan pemungutan liar saat penilangan

88 jawaban

®
@ Tidak
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Penggunaan handphone saat berkendara termasuk pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi
kamera ETLE

88 jawaban

Tidak fokus SS&iNS

88 jawaban

Angka pelangga

88 jawaban

Saya merasa peraturan lalu lintas harus'

88 jawaban
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Saya tidak akan melihat GPS di Handphone saat berkendara walaupun tidek tau arah jalan

88 jawaban

Saya tidak aka

88 jawaban

Ketika mengemudi saya akan tetap

88 jawaban

® Ya
@ Tidak
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Pengendara mobil lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan handphone saat sedang
berkendara

88 jawaban

menggunaka

88 jawaban

wasnpuNNt ‘0,

Penggunaan ha

88 jawaban

\“ﬁ
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